BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan ketenagakerjaan yang diterapkan di Yayasan Pamardi Budi
Klaten merupakan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku pada umumnya,
dan tidak ada peraturan yang dibuat oleh Yayasan Pamardi Budi Klaten secara
khusus. Apabila terjadi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, dalam
penulisan hukum ini secara khusus mengenai permasalahan pemutusan
hubungan kerja, Yayasan Pamardi Budi Klaten memutuskan melalui forum
Rapat Pengurus Yayasan yang bersifat kasuistik.

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di Yayasan Pamardi Budi
Klaten telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pelanggaran
tersebut antara lain terhadap Pasal 151 dan Pasal 152 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan
dengan prosedur pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Yayasan
Pamardi Budi Klaten, serta Pasal 156 dan Pasal 164 Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan
dengan kompensasi pemutusaﬁ hubungan kerja yang harus diberikan Yayasan
Pamardi Budi Klaten kepadé guru tidak tetap yayasan yang dikenai pemutusan

hubungan kerja. Pelanggaran dalam pelaksanaan pemutusan hubungan kerja di

61



62

Yayasan Pamardi Budi Klaten, dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai

pengaturan ketenagakerjaan, baik oleh Yayasan Pamardi Budi Klaten maupun

oleh guru yayasan. Akibatnya, perlindungan bagi guru yayasan di Yayasan

Pamardi Budi Klaten menjadi terabaikan dan tidak sesuai dengan peraturan

ketenagakerjaan yang berlaku.

. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan pembahasan dan uraian

di atas adalah :

1.

Bagi Pemerintah, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Klaten
sebaiknya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang
ketenagakerjaan baik terhadap yayasan-yayasan pendidikan maupun
pekerja di bidang pendidikan supaya yayasan pendidikan dan pekerja
dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan jelas
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi yayasan pendidikan secara umum dan Yayasan Pamardi Budi Klaten
secara khusus, hendaknya memiliki ketentuan ketenagakerjaan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan
tersebut  disosialisasikan kepada pekerja (pendidik dan tenaga
kependidikan) yang bekerja pada yayasan pada awal pekerja tersebut
masuk dan bekerja pada yayasan pendidikan sehingga masing-masing

pihak dapat mengetahui hak dan kewajiban secara jelas.
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3. Bagi guru yayasan, sebaiknya memastikan adanya perjanjian kerja yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
ketenagakerjaan sehingga dapat diketahui dengan jelas hak dan kewajiban

guru sebagai pekerja.
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